BAB V

FORMAT PENULISAN PUTUSAN
Berikut ini disajikan format penulisan putusan perdata yang dipakai di Pengadilan Negeri untuk dapat dijadikan acuan di Lingkungan Peradilan Agama.
1. Standar Umum

1.1 Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, simbol mata uang

1.1.1 Angka


· Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0  Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.

· Penulisan angka numeral (arab) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. 

Misalnya, “dua orang sedang berjalan”. Penulisan angka yang besarnya di atas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst)  kecuali berada di awal kalimat.

· Penulisan angka setelah simbol. 

Misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di awal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah.
· Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. 

Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat 4 m.

· Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

1.1.2 Tanggal

· Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal
 20 Juli 2012.

1.1.3 Persentase

· Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. 

Misalnya 10 (sepuluh) persen, kecuali dalam tabel. 

1.1.4 Waktu

· Penulisan penunjuk waktu harus ditulis. 

Misalnya,  08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT
.

1.1.5 Simbol Mata Uang

· Penggunaan simbol mata uang berada di depan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. 

Misalnya, Rp50.000,00,  US$9,000,000.25. 
Selain itu harus diikuti huruf diberi kurung. 

Misalnya (lima puluh ribu rupiah), (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

1.2 Singkatan dan Penulisan Istilah

1.2.1 Penulisan Peraturan Perundang-undangan

· Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. 

Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.2.2 Penulisan Istilah Asing/Latin

· Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan isitilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing, kecuali untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diambil menjadi bahasa Indonesia. 
Misalnya, dwangsom, adviesblad, uitvoerbaar bij voorraad.

1.2.3 Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan

· Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. 

Misalnya, gugatan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, memori kasasi dan lain-lain.

1.2.4 Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum

· Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

· Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 

Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.

· Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. 

Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.

· Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir.

Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakim ditulis Zainal M.M.

· Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 

Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.

· Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. 

Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

1.2.5 Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

· Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Sebagaimana berikut:

·  Penggugat

·  Tergugat

·  Pemohon

·  Termohon

·  Pemohon Keberatan

·  Termohon Keberatan

·  Turut Tergugat

·  Penggugat Rekonvensi

·  Terdakwa

·  Saksi 

·  Ahli

·  Pembanding 

·  Terbanding

·  Turut Terbanding

·  Pemohon Kasasi

·  Termohon Kasasi

·  Turut Termohon Kasasi

·  Pemohon Peninjauan Kembali

·  Termohon Peninjauan Kembali

·  Turut Termohon Peninjauan Kembali

· Penulisan nama  para pihak di awal (identitas) dan di amar putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital, misalnya ANDI SAMUEL, PT WIRYA PERCA diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar untuk perseorangan . 

Misalnya, Raden Mas Budi ditulis RM. Budi, 


Penggunaan Huruf Kapital

1.2.6 Umum

· Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila di awal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital. Kecuali diatur lain melalui manual ini. 

Misalnya:

------------------------------------------ ?

1.2.7 Lembaga dan Organisasi

· Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. 

Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

1.2.8 Istilah Resmi

· Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi,dan judul karangan menggunakan huruf kapital. 

Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan, dan lain-lain.

1.2.9 Isitilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan

· Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. 

Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun,  tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. 
Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

1.2.10 Istilah yang Berkaitan Dengan Hakim

· Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. 

Misalnya, Hakim Ketua , Majelis Hakim, Hakim Anggota, Hakim Pengawas, Hakim Ad-hoc, dll. 

Namun,  jika tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. 

Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan negeri ini”.

1.2.11 Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak

· Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. 

Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara pidana) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)”. 

Namun,  jika tidak menunjuk satu subyek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. 

Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum  adalah...”.

1.2.12 Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

· Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. 

Misalnya, Microsoft Office.

· Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata tersebut. 

1.3 Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

1.4.1 Garis Bawah

· Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.
1.4.2 Huruf Miring

· Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

· Buku, terbitan yang sedang dikutip, 

Contoh: buku Negarakertagama
· Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai bahasa Indonesia secara resmi, contoh: uitvoerbaar bij voorraad. 
· Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagelung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.
1.4.3 Tanda Baca 
· Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru dan lainnya.

· Penggunaan tanda kutip ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. 

Misalnya:

Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.”

· Penggunaan tanda kutip single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. 

Misalnya:

“saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka.”

· Apabila ada titik setelah tanda kutip ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda kutip. 

Misalnya:

“kaki saya sakit.”

2. Kutipan dan Salinan
2.1 Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

· Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis dengan secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. 

Misalnya, Pasal 3 ayat (2) angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.2 Kutipan  atau  Salinan   dari  Dokumen pengadilan
· Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

	Untuk Lingkungan Peradilan Agama:

Putusan dan BAS diketik di kertas kuarto (A4), dengan jarak 1½ spasi, font Arial, size 12, menggunakan kertas HVS 70 gram, dengan ukuran margin (batas atas 3 cm, batas kiri 4 cm, batas bawah 3 cm, dan batas kanan 2 cm). Penulisan nomor perkara dengan angka arab 4 digit, misalnya: 0001, 0038, 0999, 1000, dst. (Buku Pedoman II Tahun2013).



� Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”


� Dipastikan penggunaannya
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